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Digital identity after biological death raises significant questions 

regarding the question of ownership, access, and inheritance of data. 

Objects of digital properties, to include social media profiles, cloud 

storage, and online transaction histories, are now practically 

inseparable from personal identity. However, these questions 

regarding accessing postmortem data are still underdeveloped in 

legal and policy terms. The objective of this study is to investigate 

the socio-legal implications of digital death using the interplay of 

social norms, legal systems, and digital platform policies. The 

qualitative exploratory case study method was used to collect data 

employing semi-structured interviews with bereaved families, legal 

specialists, and representatives from technology platforms. Hematic 

analysis yields five core findings: legal access generally requires 

court orders; public awareness of digital inheritance is minimal; 

jurisdictional variation creates confusion; digital accounts are 

memorialized spaces; and there are ethical tensions between 

postmortem privacy and family rights. The study concludes that 

social norms currently develop more responsively than legal or 

technical systems, with the result being informal but risky practices 

on the part of families. This research contributes an integrative 

socio-legal framework to guide inclusive and ethical digital 

inheritance policy. It requires harmonized law, public literacy, and 

cross-platform collaboration to maintain human dignity and digital 

rights after death.  
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur kehidupan sosial secara 

mendasar, termasuk bagaimana individu membentuk dan mempertahankan eksistensinya dalam ruang 

digital. Identitas digital tidak lagi bersifat sekunder, melainkan menjadi bagian integral dari diri 

seseorang yang terekam dalam berbagai platform daring seperti media sosial, penyimpanan awan, 

hingga aset kripto (Polii et al., 2025). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting terkait status data 

seseorang setelah kematian biologisnya, atau yang dikenal sebagai digital death. Dalam konteks ini, 

muncul ketidakjelasan hukum dan kebingungan sosial tentang siapa yang memiliki hak untuk 

mengakses, mengelola, atau mewarisi data digital tersebut (Althea Serafim Kriswandaru et al., 2024). 
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Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan lintas disiplin yang tidak hanya memetakan persoalan 

hukum, tetapi juga mengkaji dinamika sosial dan teknologi yang mengiringinya (Ravi Arda et al., 2025). 

Fenomena digital death (Shi et al., 2024) kian relevan di tengah tingginya penetrasi internet dan 

akumulasi aset digital masyarakat global. Penelitian oleh (Shi et al., 2024) mencatat bahwa sekitar 4,95 

miliar pengguna internet aktif di dunia, yang mencakup 61,4% dari total populasi global. Perusahaan 

teknologi seperti Google dan Apple telah merespons isu ini dengan fitur legacy contact atau inactive 

account manager, namun inisiatif tersebut bersifat parsial dan tidak mengikat secara hukum di banyak 

yurisdiksi. Survei oleh (Stanley et al., 2023) and (McKellar et al., 2023) menunjukkan bahwa hanya 

sebagian kecil pengguna digital yang secara eksplisit mengatur warisan data mereka sebelum meninggal 

dunia. Ketimpangan antara realitas digital dan kesiapan sosial-hukum ini menegaskan urgensi 

pendekatan multidisipliner yang lebih mendalam dalam mengkaji isu warisan digital. 

Dalam literatur hukum digital, diskursus mengenai hak atas data pascakematian masih minim dan 

seringkali terbentur keterbatasan regulasi yang didesain untuk konteks kehidupan. Studi oleh (Kohl, 

2022; Morse & Birnhack, 2022) and (Sinatra et al., 2024) menekankan bahwa kerangka hukum privasi 

belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pascakematian di ruang digital. Penelitian lanjutan 

oleh (Kohl, 2023) and (Bertolaccini et al., 2023) menyampaikan bahwa meskipun regulasi seperti 

General Data Protection Regulation (GDPR) memberikan perlindungan terhadap data pribadi, namun 

tidak secara eksplisit mengatur hak akses dan pengalihan data setelah kematian. Ahli waris kerap 

menghadapi ambiguitas hukum ketika hendak mengakses dokumen cloud, email, atau akun media sosial 

milik almarhum. Kekosongan regulatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan dan 

menunjukkan perlunya kerangka hukum yang jelas serta inklusif. 

Dari perspektif sosiologis, digital death berdampak besar terhadap cara masyarakat memaknai 

kehilangan dan mengelola memori kolektif. Studi oleh (Selfridge & Mitchell, 2021) and (Spiti et al., 

2022) menunjukkan bahwa akun media sosial yang masih aktif setelah kematian pemiliknya dapat 

berfungsi sebagai ruang berkabung digital yang memperkuat hubungan emosional antara individu dan 

komunitasnya. Namun demikian, pengelolaan yang tidak tepat juga dapat menimbulkan disrupsi 

psikologis, seperti munculnya notifikasi ulang tahun almarhum atau unggahan otomatis dari sistem. 

Lebih jauh, penelitian oleh (Durrant et al., 2023; Münster et al., 2021; Sari, 2024; Terras et al., 2021) 

and (Yosepha et al., 2024) menyoroti bahwa nilai-nilai budaya yang beragam turut memengaruhi cara 

masyarakat merespons dan mengelola warisan digital tersebut. Sayangnya, masih sedikit penelitian yang 

mengkaji bagaimana konteks sosial-budaya memengaruhi praktik dan regulasi warisan digital secara 

transnasional (Giglitto et al., 2021; Lian & Xie, 2024) and (Bala et al., 2024). Akibatnya, pemahaman atas 

isu ini masih bersifat terfragmentasi dan berpotensi bias terhadap nilai-nilai tertentu. 

Aspek teknologi turut menjadi faktor penentu dalam pewarisan data digital, terutama melalui arsitektur 

sistem dan kebijakan perusahaan platform. Analisis oleh (Morse, 2023) mengemukakan bahwa fitur-
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fitur seperti memorialization atau legacy access sangat bergantung pada keputusan internal masing-

masing korporasi digital. Misalnya, Facebook memang menyediakan opsi untuk mengubah akun 

menjadi akun kenangan, tetapi tidak semua jenis data dapat diakses oleh ahli waris, dan prosesnya 

membutuhkan dokumen administratif yang kompleks. Menurut (Chen et al., 2022) and (Fukami & 

Shimizu, 2021), inisiatif serupa dari Apple dan Google masih terbatas dari sisi cakupan dan belum 

memiliki koordinasi lintas platform. Ketiadaan standar kebijakan antar-platform menambah kerumitan 

dalam pengelolaan data pascakematian yang berkeadilan dan efisien. Dalam kondisi ini, ketimpangan 

antara regulasi publik dan kebijakan privat menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan hak digital 

yang setara. 

Pertimbangan etis tentang digital death mencakup isu-isu mendasar terkait otonomi, hak untuk 

dilupakan, dan kesinambungan eksistensi digital pascakematian. Penelitian oleh (Dinneen et al., 2024; 

Morse & Birnhack, 2024; Turculet, 2023) and (Hollanek & Nowaczyk-Basińska, 2024) menekankan 

bahwa jejak digital bukan sekadar data, melainkan bagian dari entitas moral seseorang yang patut 

dihormati meskipun ia telah tiada. Dalam konteks ini, muncul dilema etis: sejauh mana representasi 

digital seseorang dapat diwariskan tanpa melanggar privasinya? Siapa yang berhak mengontrol identitas 

digital tersebut, dan apa tanggung jawab platform terhadap penggunanya yang telah meninggal dunia? 

Persoalan ini belum mendapatkan perhatian memadai dalam penyusunan kebijakan publik maupun 

dalam desain teknologi. Padahal, implikasi filosofis dan moralnya sangat signifikan dalam menentukan 

arah perkembangan etika digital ke depan. 

Kendati berbagai studi telah membahas digital death dari sudut pandang hukum, sosial, dan teknologi, 

sebagian besar pendekatannya masih tersegmentasi dan belum mengintegrasikan analisis lintas disiplin 

secara utuh. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengabaikan interaksi antara norma sosial yang 

hidup di masyarakat, struktur regulasi hukum yang berlaku, dan kebijakan platform teknologi digital 

(Cioffi et al., 2022; Harracá et al., 2023) and (Gawer, 2021). Akibatnya, muncul kesenjangan 

pemahaman antara praktik di lapangan dan perangkat normatif yang tersedia. Lebih dari itu, hanya 

sedikit studi yang secara empiris mengeksplorasi pengalaman pengguna atau keluarga dalam mengelola 

data digital pascakematian (Bailey et al., 2022; Gallistl et al., 2021; Sen et al., 2022) and (Selman et al., 

2021). Ketiadaan kerangka konseptual socio-legal yang solid menjadi hambatan besar dalam 

penyusunan kebijakan digital death yang adil dan kontekstual. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan teoretis dan praktis 

dalam kajian digital death dengan pendekatan socio-legal yang integratif. Fokus utama diarahkan pada 

analisis relasi antara norma sosial, perangkat hukum, dan kebijakan teknologi dalam membentuk praktik 

pewarisan data digital di tengah kematian. Penelitian ini akan mengkaji secara sistematis bagaimana 

interaksi antaraktor baik negara, masyarakat, maupun korporasi digital mempengaruhi mekanisme 

pengelolaan jejak digital pascakematian. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat 
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menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang masih berkembang pesat 

ini.  

Kontribusi utama dari studi ini terletak pada penyediaan kerangka konseptual dan kebijakan yang dapat 

dijadikan acuan dalam merumuskan sistem pewarisan digital yang adil, transparan, dan inklusif. Temuan 

dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak digital individu setelah kematiannya, 

memperjelas posisi hukum ahli waris terhadap aset digital, serta mendorong peningkatan kesadaran 

publik akan pentingnya perencanaan warisan digital. Selain itu, studi ini turut menyumbang terhadap 

perkembangan literatur interdisipliner mengenai hubungan antara hukum, teknologi, dan masyarakat 

dalam konteks transformasi digital. Penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga 

memiliki nilai aplikatif tinggi dalam pembentukan kebijakan digital yang humanis dan responsif 

terhadap dinamika zaman. 

II. METODOLOGI 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk 

mengeksplorasi secara mendalam dinamika socio-legal dalam praktik pewarisan data digital 

pascakematian. Desain ini dipilih karena memungkinkan pemahaman terhadap fenomena kompleks 

yang belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum positif, namun berdampak nyata dalam 

kehidupan sosial. Studi kasus memberikan ruang untuk memahami praktik dan pengalaman empiris dari 

berbagai aktor yang terlibat langsung, seperti ahli waris, pembuat kebijakan, dan perusahaan teknologi. 

Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap keragaman perspektif serta mengidentifikasi 

relasi antara norma sosial, peraturan hukum, dan kebijakan platform. Hal ini penting untuk membangun 

analisis yang kontekstual dan relevan terhadap tantangan regulasi digital di era pascakematian 

pengguna. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian mencakup tiga kelompok utama: (1) keluarga atau individu yang berurusan langsung 

dengan data digital milik anggota keluarga yang telah meninggal, (2) praktisi hukum dan akademisi 

yang berfokus pada isu waris digital, dan (3) perwakilan dari perusahaan teknologi digital yang memiliki 

kebijakan terkait pengelolaan akun pascakematian. Teknik purposive sampling digunakan untuk 

memilih informan yang relevan dan memiliki pengalaman langsung, baik secara pribadi maupun 

profesional. Kriteria pemilihan mempertimbangkan keberagaman latar belakang, profesi, dan 

keterpaparan terhadap isu digital death untuk menjamin variasi perspektif. Saturasi data ditetapkan 

sebagai batas akhir jumlah informan, dengan indikator berupa tidak munculnya kategori baru selama 

dua atau tiga wawancara terakhir. Estimasi jumlah informan berkisar antara 12 hingga 20 orang, 

tergantung kedalaman data yang diperoleh.  

Tabel 1. Kategori dan Estimasi Jumlah Informan 
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Kategori Informan Jumlah Direncanakan Kriteria Seleksi 

Keluarga/Ahli Waris 5–8 
Memiliki pengalaman dalam mengelola atau 

mengakses data digital almarhum. 

Praktisi Hukum/Akademisi 4–6 
Pakar di bidang hukum digital, warisan, atau 

privasi data. 

Perwakilan Platform Digital 3–6 
Terlibat dalam kebijakan pengguna, keamanan 

data, atau legacy services. 
 

Tabel 1 menggambarkan klasifikasi informan yang direncanakan untuk diwawancarai dalam penelitian 

ini, berdasarkan peran mereka dalam konteks digital death dan warisan data. Pengelompokan ini 

dilakukan untuk memastikan keberagaman perspektif yang mencerminkan keterlibatan langsung, 

profesional, dan institusional terhadap isu yang diteliti. Jumlah informan per kategori disesuaikan 

dengan prinsip saturasi data dan kebutuhan eksplorasi mendalam pada masing-masing kategori. Kriteria 

seleksi dirancang secara ketat untuk memastikan bahwa informan memiliki pengalaman yang kredibel 

dan relevan dengan fokus penelitian. Keberagaman latar belakang informan akan memperkaya analisis 

tematik dan memperkuat validitas konstruksi hasil penelitian. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, baik secara daring maupun luring, 

untuk menggali narasi dan pemaknaan informan terhadap praktik pewarisan data digital. Panduan 

wawancara disusun dengan format terbuka agar fleksibel mengikuti dinamika dialog dan 

memungkinkan eksplorasi isu-isu mendalam. Selain wawancara primer, data sekunder juga 

dikumpulkan melalui dokumen kebijakan platform digital, peraturan perundang-undangan, laporan 

NGO, dan pemberitaan aktual yang berkaitan dengan kasus digital death. Proses pengumpulan data 

dirancang berlangsung selama tiga bulan secara intensif dan terjadwal. Teknik triangulasi sumber 

diterapkan untuk menjamin konsistensi dan kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai kanal 

informasi. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan 

berdasarkan kerangka konseptual socio-legal dan hasil studi awal. Panduan ini memuat dimensi-dimensi 

penting seperti pengalaman pengelolaan akun digital pascakematian, pemahaman terhadap hukum yang 

berlaku, serta harapan terhadap kebijakan platform teknologi. Instrumen ini diuji coba pada tahap awal 

kepada sejumlah informan yang tidak termasuk dalam sampel utama untuk menguji kejelasan, alur, dan 

sensitivitas pertanyaan. Hasil dari uji coba digunakan untuk melakukan revisi terhadap susunan dan 

redaksi pertanyaan guna menghindari bias dan meningkatkan keterbukaan naratif. Dengan pendekatan 

ini, wawancara diharapkan mampu menghasilkan data yang mendalam, reflektif, dan kontekstual. 

E. Prosedur Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, 

kategori, dan tema utama dari hasil wawancara. Seluruh wawancara ditranskripsi secara verbatim dan 
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dibaca berulang untuk membangun pemahaman awal yang mendalam. Selanjutnya, dilakukan open 

coding untuk menandai unit-unit makna yang relevan, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori 

berdasarkan kemiripan makna. Proses ini menghasilkan tema utama yang mencerminkan relasi antar isu 

sosial, hukum, dan teknologi. Peneliti melakukan refleksi berulang dan revisi tematik secara bertahap 

untuk menangkap dinamika makna yang kompleks. Analisis dilakukan secara iteratif dan dibantu oleh 

perangkat seperti Microsoft Excel untuk mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis. 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dibagi ke dalam enam tahap utama yang dirancang secara sistematis. Tahap 

pertama adalah persiapan konseptual dan administratif, termasuk penyusunan proposal, pengembangan 

instrumen, serta pengurusan surat izin penelitian. Tahap kedua adalah uji coba instrumen untuk menguji 

efektivitas panduan wawancara, yang kemudian diikuti dengan tahap ketiga, yaitu seleksi dan 

pendekatan terhadap informan berdasarkan kriteria purposif. Tahap keempat melibatkan pelaksanaan 

wawancara dan pengumpulan data sekunder, di mana peneliti memastikan bahwa seluruh interaksi 

dilakukan secara etis dan terekam dengan baik. Tahap kelima mencakup proses transkripsi dan analisis 

data yang dilakukan secara paralel untuk memungkinkan penyesuaian fokus wawancara berdasarkan 

temuan awal yang muncul. Tahap keenam merupakan penulisan hasil, validasi internal terhadap tema-

tema utama, dan penyusunan laporan akhir untuk keperluan publikasi. 

G. Pertimbangan Etis 

Penelitian ini mengikuti prinsip etika penelitian sosial dan hukum, dengan menekankan penghormatan 

terhadap hak dan otonomi partisipan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti memberikan penjelasan 

tertulis mengenai tujuan, risiko, dan hak partisipasi dalam bentuk informed consent. Kerahasiaan 

identitas dijaga melalui pengkodean anonim dan data disimpan secara terenkripsi untuk melindungi 

privasi informan. Peneliti juga memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak bersifat memicu 

trauma atau tekanan emosional, khususnya pada informan yang memiliki pengalaman pribadi terkait 

kematian anggota keluarga. Seluruh data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik 

dan diseminasi ilmiah, dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas, akurasi, dan 

kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Hasil 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini menemukan tiga tema utama dari hasil analisis data kualitatif, yaitu (1) ketidakpastian 

hukum dalam akses warisan digital, (2) praktik sosial keluarga dalam mengelola jejak digital, dan (3) 

ketidaksinkronan kebijakan antarplatform digital. Dalam salah satu kasus, seorang informan 

menyampaikan bahwa keluarganya kesulitan mengakses akun iCloud milik ayahnya yang telah 
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meninggal, meskipun sudah melampirkan akta kematian dan surat wasiat. Pihak Apple menolak 

permintaan dengan alasan tidak adanya perintah pengadilan, meski data yang dibutuhkan adalah 

dokumentasi keluarga. Ilustrasi ini mencerminkan bahwa prosedur hukum formal menjadi hambatan 

nyata bagi keluarga dalam proses berkabung digital. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa 

regulasi dan prosedur administratif yang kompleks mendorong lahirnya praktik informal dan rawan 

pelanggaran privasi. Sejalan dengan temuan tersebut, Gambar 1 memperlihatkan distribusi frekuensi isu 

utama yang diungkap para informan, di mana ketidaktahuan kebijakan platform menempati posisi 

tertinggi dibandingkan isu lainnya. 

 

Gambar 1. Visualisasi Frekuensi Isu Utama dari Hasil Open Coding 

Gambar 1 menunjukkan bahwa isu yang paling banyak diangkat oleh informan adalah ketidaktahuan 

mereka terhadap kebijakan platform digital pascakematian, mencerminkan lemahnya literasi digital 

terkait fitur seperti legacy contact atau akun tidak aktif. Hal ini kemudian diikuti oleh tema 

memorialisasi sosial, yang menggarisbawahi pentingnya akun digital sebagai ruang kenangan dan 

penyimpanan memori kolektif. Tema kendala akses hukum dan ketimpangan yurisdiksi menunjukkan 

bahwa keluarga sering kali menghadapi hambatan legal-formal dalam mendapatkan data almarhum 

karena perbedaan sistem hukum atau karena ketentuan administratif yang kompleks. Tema terakhir, 

yakni hak keluarga versus privasi almarhum, menyoroti ketegangan antara kebutuhan emosional 

keluarga dan hak individu yang telah meninggal terhadap kendali atas identitas digital mereka. Lima 

tema ini mengindikasikan adanya ketimpangan struktur dalam pewarisan digital yang belum 

mendapatkan perhatian sistematis dari pembuat kebijakan maupun platform digital. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, ditemukan bahwa norma sosial, sistem hukum, dan kebijakan platform 

tidak beroperasi dalam satu kesatuan sistem pewarisan digital yang sinkron. Sebagian besar informan 

dari kalangan keluarga merasa frustrasi ketika berhadapan dengan perusahaan teknologi yang menolak 

memberikan akses tanpa surat keputusan pengadilan. Sementara itu, norma sosial yang berbasis 
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kepercayaan antaranggota keluarga justru menjadi dasar utama pengambilan keputusan akses data. 

Praktik seperti saling berbagi kata sandi semasa hidup menjadi jalan pintas yang banyak dipilih untuk 

mengatasi kekakuan hukum formal. Ketidakharmonisan ini menunjukkan lemahnya perlindungan 

hukum terhadap kebutuhan kemanusiaan dasar dalam konteks digital death. 

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data 

Analisis tematik menghasilkan lima subtema utama: (1) akses memerlukan putusan hukum, (2) 

rendahnya kesadaran terhadap warisan digital, (3) ketimpangan yurisdiksi hukum, (4) akun sebagai 

ruang memorialisasi, dan (5) ketegangan antara hak keluarga dan privasi almarhum. Misalnya, seorang 

informan menyebut bahwa ketika mencoba mengakses akun Facebook almarhum, pihak platform 

meminta sertifikat kematian dan dokumen hukum yang tidak tersedia, sehingga akun tersebut dibiarkan 

tidak aktif. Sementara itu, tema memorialisasi muncul dari narasi bahwa akun media sosial menjadi 

ruang kenangan bersama keluarga dan komunitas. Namun, muncul pula dilema: apakah pembukaan 

pesan pribadi atau foto-foto di akun almarhum oleh keluarga merupakan pelanggaran terhadap privasi 

yang tidak pernah diberi izin eksplisit?. Dilema ini menegaskan perlunya kejelasan kebijakan yang 

menghormati baik nilai keluarga maupun hak almarhum sebagai entitas digital. 

Tabel 2. Ringkasan Subtema Tematik dan Jumlah Informan Pendukung 

Subtema Jumlah Informan Kutipan 

Akses memerlukan perintah hukum 13 dari 18 
"Kami ditolak oleh penyedia layanan karena 

tidak ada surat keputusan pengadilan..." 

Kesadaran warisan digital rendah 14 dari 18 
"Kami tidak pernah membahas akun media 

sosial jika terjadi sesuatu." 

Ketimpangan yurisdiksi 9 dari 18 
"Kebijakan berbeda antara Google dan Meta 

sangat membingungkan." 

Fungsi sosial memorial 12 dari 18 
"Akun Facebook-nya menjadi tempat teman-

temannya mengenang dia." 

Hak keluarga vs privasi 11 dari 18 
"Kami bingung, apakah membuka pesannya 

melanggar privasi?" 
 

Tabel 2 merangkum subtema dominan yang ditemukan melalui proses coding, disertai jumlah informan 

pendukung dan kutipan representatif. Fakta bahwa sebagian besar informan mengalami penolakan akses 

karena tidak memiliki dokumen hukum menegaskan lemahnya dukungan sistem hukum terhadap 

kebutuhan keluarga. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan 

warisan digital menunjukkan perlunya edukasi publik. Perbedaan kebijakan antarnegara menambah 

kompleksitas masalah, terlebih ketika dikombinasikan dengan makna emosional dari akun digital 

sebagai ruang memorialisasi. Konflik antara privasi dan hak keluarga muncul sebagai dilema etis yang 

membutuhkan kerangka hukum dan sosial yang seimbang. 

D. Hasil Utama yang Signifikan 

Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa norma sosial menunjukkan fleksibilitas dan kecepatan 

adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan hukum dan teknologi dalam merespons isu warisan digital. 

Praktik seperti berbagi akses atau menyimpan kredensial login bersama menjadi solusi informal yang 
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dianggap paling realistis oleh keluarga. Namun, solusi ini rentan terhadap penyalahgunaan, konflik 

internal keluarga, serta tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Di sisi lain, sistem 

hukum nasional lambat dalam menyusun regulasi eksplisit, dan platform digital masih tertutup dengan 

prosedur yang panjang dan birokratis. Ketimpangan antara fleksibilitas sosial dan kekakuan sistem 

formal ini mempertegas perlunya pembaruan hukum dan reformasi kebijakan korporasi digital secara 

menyeluruh. 

Diskusi 

Temuan penelitian memperlihatkan adanya jurang ketidakseimbangan antara norma sosial dan sistem 

formal dalam mengatur pewarisan data digital. Norma sosial berbasis hubungan keluarga dan nilai 

emosional mendorong tindakan cepat dalam mengakses data almarhum demi tujuan memorialisasi atau 

penyelesaian urusan pribadi. Namun, sistem hukum yang masih berorientasi pada warisan fisik belum 

menyediakan instrumen hukum yang layak untuk menangani entitas digital yang sifatnya tidak 

berwujud. Di sisi lain, kebijakan perusahaan teknologi umumnya menekankan perlindungan data 

pascakematian, tetapi cenderung mengabaikan kebutuhan sosial keluarga untuk mengakses kenangan 

digital tersebut. Ketegangan antara hak privasi almarhum dan hak keluarga menciptakan ruang abu-abu 

yang belum mendapatkan perhatian sistematis dari pembuat kebijakan. 

Hasil ini sejalan dengan studi oleh (Kohl, 2022) dan (Sinatra et al., 2024) yang menyoroti bahwa 

kerangka hukum saat ini belum mampu mengakomodasi perlindungan data setelah kematian. Namun, 

penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, norma sosial 

dan emosi keluarga memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan terkait pewarisan digital. 

Jika studi seperti (Giglitto et al., 2021) menyoroti aspek budaya dalam pengelolaan warisan digital, maka 

penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara nilai sosial, struktur hukum, dan kebijakan 

teknologi. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini adalah penguatan pendekatan socio-legal 

sebagai fondasi normatif baru dalam menyusun kebijakan digital death. 

Hasil yang menarik dan di luar dugaan adalah kecenderungan informan muda yang menolak warisan 

digitalnya diwariskan. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa jejak digital mereka harus dihapus 

seluruhnya untuk menjaga privasi bahkan setelah kematian, yang menunjukkan adanya pergeseran nilai 

terhadap kontrol atas eksistensi digital. Di sisi lain, perwakilan platform menyampaikan bahwa 

meskipun terdapat surat izin eksplisit dari pengguna semasa hidup, data tidak akan diserahkan tanpa 

proses hukum formal, yang menunjukkan inkonsistensi dalam kebijakan internal perusahaan. Fenomena 

ini memperkuat bahwa baik nilai sosial maupun keinginan pengguna sering tidak terakomodasi oleh 

sistem hukum maupun oleh platform yang rigid dan tidak transparan. 

Secara teoretis, penelitian ini mendukung perlunya pembaruan paradigma hukum melalui pendekatan 

interdisipliner yang menggabungkan hukum positif, norma sosial, dan etika digital. Hukum tidak bisa 

lagi bekerja dalam isolasi dari nilai-nilai sosial dan realitas teknologi. Praktisnya, pembuat kebijakan 

perlu menyusun regulasi pewarisan digital yang eksplisit, inklusif, dan kontekstual dengan kehidupan 
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masyarakat. Perusahaan teknologi juga harus lebih proaktif dengan menyediakan mekanisme akses 

pascakematian yang adil dan tidak memberatkan keluarga. Selain itu, kampanye literasi publik tentang 

pentingnya perencanaan warisan digital sejak dini sangat diperlukan untuk menghindari konflik di masa 

depan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penting. Pertama, cakupan informan masih terbatas pada 

populasi perkotaan dengan tingkat literasi digital menengah ke atas, sehingga kurang merepresentasikan 

komunitas yang lebih marginal secara digital. Kedua, dimensi religius dan spiritual belum tergali secara 

mendalam, padahal keduanya bisa berpengaruh besar terhadap cara masyarakat memaknai kematian 

digital. Ketiga, perbedaan perspektif berdasarkan usia, gender, dan latar pendidikan juga belum 

dianalisis secara spesifik. Studi lanjutan direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan lintas negara 

guna membandingkan sistem hukum dan nilai budaya yang berbeda. Penelitian kuantitatif-kualitatif 

(mixed-method) juga disarankan untuk memperluas cakupan dan memperdalam analisis empiris. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan warisan digital memunculkan ketimpangan serius antara 

norma sosial, sistem hukum, dan kebijakan teknologi. Temuan empiris memperlihatkan bahwa keluarga 

kerap mengalami kesulitan mengakses akun digital almarhum karena tidak adanya regulasi eksplisit dan 

prosedur birokratis yang diterapkan oleh platform digital. Norma sosial seperti berbagi kata sandi 

semasa hidup menjadi praktik informal yang banyak dilakukan, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum 

dan rentan terhadap konflik atau pelanggaran privasi. Di sisi lain, sebagian informan justru memilih agar 

data digital mereka tidak diwariskan sama sekali, melainkan dihapus secara permanen. Hal ini 

mencerminkan pergeseran nilai terhadap eksistensi digital dan menunjukkan bahwa pendekatan hukum 

konvensional belum mampu menjawab dinamika tersebut secara responsif. Oleh karena itu, pendekatan 

socio-legal yang menggabungkan dimensi hukum, sosial, dan teknologi diperlukan untuk merumuskan 

kebijakan pewarisan digital yang inklusif dan adaptif. 

Sebagai implikasi, diperlukan langkah konkret dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu 

menyusun regulasi nasional mengenai warisan digital yang memberikan kepastian hukum, perlindungan 

hak privasi pascakematian, serta mekanisme akses yang manusiawi bagi keluarga. Perusahaan teknologi 

sebaiknya menyediakan fitur pewarisan digital yang lebih fleksibel dan transparan, termasuk opsi surat 

wasiat digital dan penghapusan akun otomatis. Peneliti dan akademisi perlu melanjutkan kajian ini 

dengan pendekatan lintas budaya dan lintas negara untuk menggali aspek etika, agama, dan norma lokal. 

Sementara itu, masyarakat umum perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan digital 

legacy sejak dini. Literasi mengenai hak-hak digital pascakematian harus menjadi bagian dari edukasi 

teknologi agar publik mampu mengambil keputusan yang sadar dan bermakna terhadap jejak digitalnya. 
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